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ABSTRAKS

Proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
berskala luas selalu dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.
Namun lain hal dengan pengadaan tanah skala kecil yang dapat dilakukan dengan
cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak
tanpa melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan
pelaksanaanya tersebut. Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
pada ayat (3) menyatakan bahwa pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan
tanpa penetapan lokasi. Dengan tidak adanya penetapan lokasi dalam pengadaan
tanah skala kecil mengakibatkan instansi yang memerlukan tanah tidak dapat
melakukan konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di pengadilan karena salah
satu syarat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016
untuk melakukan konsinyasi atau penitipan ganti rugi di pengadilan diperlukan
penetapan lokasi yang ditetapkan oleh gubernur atau walikota/bupati.

Kata kunci : Pengadaan tanah skala kecil, penetapan lokasi, konsinyasi.
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ABSTRACT

The process of land acquisition for development for wide-ranging public
interest is always carried out with the stages as stipulated in Law Number 2 Year
2012 and its implementing regulations. However, other things with the
procurement of small-scale land that can be done by way of sale and purchase,
exchange or other means agreed by both parties without going through the stages
set forth in the laws and regulations implementation. Article 121 of Presidential
Regulation No. 148 of 2015 in paragraph (3) states that small-scale land
procurement can be carried out without location determination. In the absence of
a location stipulation in small-scale land acquisition resulted in agencies
requiring land can not consign or take care of damages in court because one of
the conditions set forth in Supreme Court Regulation No. 3 of 2016 to do
consignment or nursing in court requires determination location set by governor
or mayor / regent.

Keywords: Small-scale land procurement, location determination,
consignment.
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